BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2021
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

jll

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dg‘ngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indinesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistemn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesin Nomor 6057);

Peraturan Pemetintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indoneain Nomor 6279);

Pevatvian Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Penpelolaan Kenangan  Daeraly (Lembaran Negara
Nepublik Indonesin Tahnan 2019 Nomaor 42, Tambahan
Lembatan Negara Republik Tndonesin Nomor 6322,
Pevatinan Mesiden Nomor 16 Tahun 20108 tentang
Penpadaan Batang/Jdasa Pemerintahy (Lembaran MNegira
Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor — 33);
sebapaimana telah diubah dengan Peraruran Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja Daecrah  dan  Rancangan
Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nemor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lombok Utara
Nomor 49);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4
Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 68);

Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2010 tentang
Retribusi  Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor §,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Retribusi  Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran
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Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 210 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok  Utara Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 45);

Peraturan  Dacrah  Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 46);
Peraturan Dacrah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Lombok Utara Nomor 62); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 94).

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
7D')aerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1.

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai

Rp103.450.107.036.12
Rp554.766.257.516,00
Rp201.660.546.054.00
Rp859.876.910.606,12

Rp431 839.289.450.00
Rp238.703.776,104.00
Rp 37. 095 182.782,00

2) Belanja Hibah
Rp  436.700.000,00

3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Rp 7.310.539.051.00

Rp114.650.281.805,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
Rp 33.342.809.708,00

6) Belanja Tidak Terduga
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa

Rp437.876.947.459,80
Rp 54.252.093.409,00
Rp255.690.551.324,80
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3) Belanja Modal Rp127.934.302.726,00

éumllah /B(cha}'lja Dacrah Rp869.716.236.909,80
urplus/(Defisit) '
3. Pembimgias Rp (9.839.326.303,68)
. Penerime
;1 P:ﬁcgllrl;]aign Rp 35.790.184.541,00
-J gl n Rp  5.000.000.000,00
umlah Pembiayaan Netto Rp 30.790.184.541,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)  Rp 20.950.858.237 32
Pasal 2

singkeil:san cl;alporaz Rea.lisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagi ' i

dari Peraturan Bupati ini. & P B YR icak etplsahian
Pasal 3

Rlir}gkgsan. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja

Daerah.
Pasal 4

Pfanjabaran Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana
dlmak_sud dalarp Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok

Utara

,‘,:D;;tctz;pkan di Tanjung

7 \}padaitahggal 11 Agustus 2021
MBOK UTARA, ¢<

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

e) -

H. RADEN NURJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 24
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